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ABSTRACK: The purpose of this study was to determine whether there isinfluence of original
income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Shopping Area, (BD), Sze of Government
(UP), Ratio Financing Debt (RPH), Level of Complexity Government (TKP), Quality of
Financial Satements (KLK), Level of Public Welfare (TKM) of the Local Government Finance
Information Transparency in Government District / town in Sumatera Selatan. The population
in this study is the District / City in South Sumatra province consisting of 15 District / City of
the Year 2014. This study uses secondary data such as budget realization report 2014 and
2015, gross regional domestic product data in 2014 and observations by e-government TIKD.
Testing the hypothesis in this study using binary logistic regression analysis with t-test, f. The
results showed that the BD, UP, TKM positive effect on TIKD. Meanwhile, PAD, DAU, RPH,
crime scene, as well as KLK no positive effect on TIKD. Smultaneously variable PAD, DAU,
BD, UP, RPH, TKP, KLK, TKM significant effect on TIKD. For local government is expected
to be considered in an effort to improve the implementation of e-government in particular
areas of accounting transparency Transparency Local Government Financial Information.

Keywords: Influence of original income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Shopping
Area, (BD), Sze of Government (UP), Ratio Financing Debt (RPH), Level of
Complexity Government (TKP), Quality of Financial Satements (KLK), Level of
Public Welfare (TKM)

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
Pendapatan Adli daerah (PAD), Dana Alokas Umum (DAU), Belanja Daerah, (BD), Ukuran
Pemerintah (UP), Rasio Pembiayaan Hutang (RPH), Tingkat Kompleksitas Pemerintah (TKP),
Kualitas Laporan Keuangan (KLK), Tingkat Kesgahteraan Masyarakat (TKM) terhadap
Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Sealatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah KabupatevKota di
Provinsi Sumatera Sdatan yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pendlitian ini
menggunakan data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran 2014 dan 2015, data
produk domestik regional bruto tahun 2014 dan observasi melalui e-government TIKD.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis binary logistic regression
dengan uji t, uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BD, UP, TKM berpengaruh positif
terhadap TIKD. Sedangkan, PAD, DAU, RPH, TKP, serta KLK tidak berpengaruh positif
terhadap TIKD. Secara smultan variabel PAD, DAU, BD, UP, RPH, TKP, KLK, TKM
berpengaruh signifikan terhadap TIKD. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat dijadikan
bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan e-government bidang akuntansi
khususnya keterbukaan Transparansi Informasi K euangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Pendapatan Adli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah,
(BD), Ukuran Pemerintah (UP), Rasio Pembiayaan Hutang (RPH), Tingkat
Kompleksitas Pemerintah (TKP), Kualitas Laporan Keuangan (KLK), Tingkat
Kesgahteraan Masyarakat (TKM) serta Transparans Informasi Keuangan
Pemerintah Daerah.
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1. PENDAHULUAN

Transparanss merupakan isu utama dalam
pemerintah yang demokratis. Pemerintah  yang
demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik
guna meningkatakan transparansi dalam mengungkapkan
lebih banyak informasi mengenai informasi keuangan
daerah. Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja
badan publik pemerintah juga semakin ditegaskan
dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Pada pasad 9 ayat 1 Undang-Undang No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dinyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan
informasi publik secara berkala. Informasi publik yang
dimaksud adalah informasi mengenai kegiatan dan
kinerja badan terkait informasi mengenai laporan
keuangan.

Sebagaimana yang ditetapkan pada PP No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang
merupakan standar untuk menyusun  komponen-
komponen laporan keuangan pemerintah  yang
dinyatakan dalam bentuk PSAP Nomor 01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan. Dimana, komponen
laporan keuangan yang telah ditetapkan untuk
pemerintah daerah terdiri dari laporan redlisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan
arus kas, laporan operasiona, laporan perubahan ekuitas,
catatan atas laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi dadam perkembangan
sektor publik di indonesia dewasa ini adalah semakin
menguatnya  tuntutan transparansi  publik  oleh
masyarakat, baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya,
transparansi  publik adalah pemberian informasi dan

pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja

keuangan pemerintah daerah kepada pihak—pihak yang
berkepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah,
harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam
rangka pemenuhan hak—hak publik yaitu, hak untuk tahu
(right to know), hak untuk diberi informasi (right to be
informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to
be heard and to be listened to). Akuntansi sektor publik
memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja
keuangan pemerintah daerah untuk memfasilitasi
terciptanya transparans dan akuntabilitas publik
(Mardiasmo, 2002).

Peningkatan transparansi dapat dilihat dari
ketersediaan suatu informasi dan kemudahan dalam
memperoleh informasi tersebut untuk publik, maka salah
satu cara yang paling efektif daam melaksanakan
keterbukaan informasi  keuangan publik adalah
menggunakan  media  elektronik  yaitu  Situs
resmi. Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa
internet merupakan media yang mudah untuk dijangkau
oleh masyarakat dan merupakan sarana
dengan biaya yang paling efektif untuk mempublikasikan
informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan online.
Di Indonesia, penggunaan internet akan sangat
membantu dalam menyukseskan program e-government
dalam membangun sistem informasi keuangan daerah.

Daam pendlitian ini, aspek yang akan dibahas
yaitu, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum
(DAU), belanja daerah, ukuran pemerintah, rasio
pembiayaan hutang, tingkat kompleksitas pemerintah,
kualitas laporan keuangan, tingkat kesgjahteraan
masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian

FAKTOR- FAKTOR PENENTU TRANSPARANSIT INFORMAST KEUANGAN DAERAH MELALUVI E-GOVERNMENT
PEMERJNIAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



transparansi informasi  keuangan pemerintah daerah
kabupaten/kota belum pernah dilakukan di provins
Sumatera Selatan. Hingga saat ini belum ada, penelitian
ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang
mempengaruhi ketersediaan website pemerintah dalam
mewujudkan e-government.

Kedua, dalam penelitian ini menambahkan
variabel independen yaitu dana alokasi umum. Penelitian
Nainggolan dan Purwanti (2016) menggunakan 7 (tujuh)
variabel independen dan disini peneliti menambahkan
satu variabel yaitu dana dokas umum. Pengliti
menambahkan variabel dana aokas umum karena dana
alokasi umum menjadi tolak ukur untuk menilai
pengungkapan  transparansi  informasi  keuangan
pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik.

Ketiga, pemilihan objek penelitian yaitu
pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.
Transparansi akan pengelolaan informasi keuangan di
Sumatera Selatan masih sangat minim dikarenakan masih
banyak peraturan daerah tentang transparansi tidak
memiliki sanksi khusus, sehingga dalam pelaksanaan dan
penegakannya masih sulit dan sering kali menemui
kendala. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh
terhadap transparansi informasi keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka
perumusan masalah yang akan diambil apakah
pendapatan adli daerah, dana alokas umum, belanja
daerah, ukuran pemerintah, rasio pembiayaan hutang,
tingkat kompleksitas pemerintah, kualitas laporan

keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh

positif terhadap transparansi informasi  keuangan
pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan rumusan masdah  yang
dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis pendapatan adi daerah, dana
alokasi umum, belanja daerah, ukuran pemerintah, rasio
pembiayaan hutang, tingkat kompleksitas pemerintah,
kualitas laporan keuangan, tingkat kesgjahteraan
masyarakat terhadap transparansi informasi keuangan
pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agens dalam Pemerintahan

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak
atau lebih, di mana satu pihak (agent) setuju untuk
bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (principal)
d mana masing-masing memiliki  keinginan
memaksimalkan keuntungan dan tidak ada alasan untuk
mempercayai agen akan seldu bertindak sesuai
keinginan principal oleh karena itu, akan timbul biaya
agen dalam rangka memberikan keyakinan pada
principal (Godfrey, 2010 daam Nainggolan dan
Purwanti, 2016).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, hubungan
rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai
hubungan keagenan yaitu, hubungan yang timbul karena
adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai
prinsipal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent)
untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan
rakyat. Untuk mengawas perilaku pemerintah serta
menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat
mewgjibkan  pemerintah  untuk  mempertanggung
jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercaya
kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan

keuangan secara transparansi.
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2.2 Teori Sinyal dalam Pemerintahan

Teori sinya menjelaskan  bagaimana
manajemen (agent) memberikan sinyal keberhasilan atau
kegagalan kepada pemilik (principal). Sinyal berupa
informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh
manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.
Teori sinyal berawa dari gagasan asimetri informasi
yang menjelaskan bahwa beberapa transaksi ekonomi,
kesenjangan akses terhadap informasi dapat menggangu
pasar norma dalam perdagangan barang maupun jasa
(Nainggolan dan Purwanti, 2016).

Jka dikaitkan dengan penelitian ini,
Pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi
atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan
keyakinan yang memadai pada masyarakat. Tujuannya
agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat
ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan
baik. Tentu dengan diseminas melaui keunggulan
internet dengan fasilitas e-government seperti ini dapat
didistribusikan lebih cepat dan dapat dieksploitasi untuk
lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan
keuangannya.

2.3 E-Government

E-government merupakan suatu proses sistem
pemerintah dengan memanfaatkan ICT (information,
communication, and technology) sebagai alat untuk
memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi
kepada masyarakat, organisasi bisnis, dan antaralembaga
pemerintah serta stafnya sehingga dapat dicapai efisiend,
efektivitas, transparans dan  pertanggungjawaban
pemerintah kepada masyarakat. Penerapan e-government
bertujuan untuk menciptakan serta memperbaiki kualitas

interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak, yaitu

pemerintah dengan warga negara atau Government to
Citizen (G to C), interaksi pemerintah dengan swasta atau
Government to Business (G to B), serta interaksi yang
terjadi antara pemerintah dengan pemerintah atau
Government to Government (G to G) maupun bentuk-
bentuk interaksi lainnya.
2.4 Transparans Informas Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), transparansi
keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah
daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media
berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses
oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan
anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi
tersebut.
2.5 Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat
dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Adli
Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesual
dengan peraturan perundang-undangan
2.5 Dana Alokas Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun
2004, Dana Alokass Umum (DAU) addah dana
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pel aksanaan desentralisasi.
2.6 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor
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59 Tahun 2007, Belanja Daerah sebagai kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
2.7 Ukuran Pemerintah

Menurut Patrick (2007) dalam Liestiani (2008),
ukuran  pemerintah  merupakan besarnya  suatu
pemerintah. Ukuran daerah merupakan indikator yang
signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Pemerintah yang
memiliki ukuran besar akan dihadapkan dengan
persyaratan koordinasi dan birokratisasi yang semakin
meningkat, sehingga mengakibatkan tugas manajemen
menjadi lebih sulit serta akan memiliki tekanan yang
lebih besar dari publik untuk melaporkan pengungkapan
wajibnya.
2.8 Rasio Pembiayaan Hutang

Menurut Styles dan Tennyson (2007),
berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan
terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini
akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah
daerah memberikan pelayanan dan program terpadu bagi
masyarakat dimasa yang akan datang.
2.9 Tingkat Kompleksitas Pemerintah

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian
yang lebih dalam melayani kebutuhan warganya
Semakin kompleks permasalahan di suatu daerah,
semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah
untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi
warganya. Untuk itu diperlukan adanya transparansi
daam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk
transparansi dalam mengel ola keuangan daerah.
2.10 Kualitas L aporan Keuangan

Agar dapat menyediakan informasi yang

berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam
pelaporan keuangan harus memenuhi Kkarakteristik
kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan. Atril dan McLaney (1991) dalam Nainggolan
dan Purwanti (2016), menyebutkan kriteria yang harus
dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi
kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal,
dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan
biaya/manfaat.
2.11 Tingkat K esgjahteraan M asyar akat

Kesgjahteraan masyarakat merupakan suatu
kegiatan terencana yang dilakukan demi menciptakan
individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasarnya dan kemudian individu atau
masyarakat tersebut dapat mengatas masalah sosialnya
sendiri. Tingkat kesgjahteraan masyarakat dapat diukur
dengan PDRB per kapitadari setiap daerah.
2.12 Pendlitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan transparansi
informasi keuangan daerah telah banyak dilakukan di
Indonesia. Penelitian yang telah dilakukan Verawaty
(2015), melakukan penelitian terhadap ketersediaan dan
kemudahan dalam mengakses data keuangan pemerintah
lokal pada internet. Pada umumnya penelitian sudah
dilakukan pada beberapa negara maju seperti Amerika
Namun penelitian ini mula dilakukan di negara
berkembang, seperti Indonesia. Penelitian terkait dengan
transparansi di Indonesia mulai dilakukan oleh beberapa
pendliti. Diantaranya dilakukan oleh Liestiani (2008),
Lesmana (2010), Rora (2010), Medina (2012), Syafitri
(2012), Verawaty (2015), Nainggolan dan Purwanti

(2016).
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2.12 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah
(X1)

DanaAlokasi Umum
(X2)

Belanja Daerah
(X3)

Ukuran Pemerintah
(X1)

Rasio Pembiayaan Hutang
(X5)

Kompleksitas Pemerintah
(X6)

Kualitas Laporan Keuangan
(X7)

Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat (X8)

TINGKAT TRANSPARANSI
INFORMASI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

(v)

2.12 Pengembangan Hipotesis

Hy: Pendapatan adli daerah berpengaruh positif

terhadap transparansi

daerah

informasi  keuangan

H,: Dana Alokas Umum berpengaruh positif

terhadap transparansi

daerah

informasi  keuangan

Hs: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap

transparans informasi keuangan daerah

Hy: Ukuran pemerintah berpengaruh  positif

terhadap transparansi

daerah

informasi  keuangan

H;: kualitas laporan keuangan berpengaruh positif
terhadap transparansi informas keuangan
daerah

Hg: Tingkat kesgjahteraan masyar akat
berpengaruh positif terhadap transparansi
informasi keuangan daerah

3. Metodologi Penelitian
Objek yang digunakan dalam penditian ini

adalah kabupaten/kota di provins Sumatera Selatan

hingga Desember 2014. Data yang digunakan yaitu data
sekunder berupa laporan realisasi anggaran 2014 dan

2015, data produk domestik regiona bruto tahun 2014

dan observas melalui e-government TIKD yang terdapat

dalam website Badan Pusat Statistik dan website,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016) serta

website resmi pemerintah daerah. Penarikan sampel

pendlitian dilakukan dengan menggunakan metode
purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah

17 kabupaten/kota di provins Sumatera Selatan hingga

31 Desember dan telah memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan peneliti.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

Hs:

He:

Rasio pembiayaan hutang berpengaruh positif
terhadap transparansi informasi keuangan
daerah

Tingkat kompleksitas pemerintah berpengaruh
positif  terhadap transparans  informasi

keuangan daerah
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Maximu Std.
N | Minimum m Mean Deviation
PAD 15 .87 96| .90,80 2,111
DAU 15 8.55 9.08 ] 8.73,60 .15,833
BD 15 .92 96| .93,33 1,047
uP 15 .95 .98 | .95,80 ,941
RPH 15 .013 9.70| 5.32,60 3.18,927




TKP 1.558.49 | 538.75 | 368.236,15

15| 132.498

4 3,60 8

KLK 15 0 1 .80 414
TKM 15 3.13 11.51|5.46,73| 2.01,409
TIKD 15 0 1 53 ,516
Valid N

15
(listwise)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel
pendlitian, terlihat bahwa dari 15 kabupaten/kota yang
menjadi sampel penelitian, variabel PAD mempunyai
nila rata-rata (mean) sebesar 0.90,80 dengan standar
deviasi sebesar 0.2,111 dimana nilai standar deviasi ini
lebih kecil daripada nilai rata-rata PAD. Demikian pula
nila minimum sebesar 0.87 yang lebih kecil daripada
nila rataratanya, berbeda dengan nilai maksimum
sebesar 0.96 yang lebih besar daripadanilai rata-ratanya.

DAU mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar
8.73,60 dengan standar deviasi sebesar 0.15,833 dimana
nilai standar deviasi ini lebih kecil daripadanilai rata-rata
DAU. Demikian pula nilai minimum sebesar 8.55 yang
lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan
nilai maksimum sebesar 9.08 yang lebih besar daripada
nila rata-ratanya.

BD mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar
0.93,33 dengan standar deviasi sebesar 0.1,047 dimana
nilai standar deviasi ini lebih kecil daripadanilai rata-rata
BD. Demikian pula nila minimum sebesar 0.92 yang
lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan
nilai maksimum sebesar 0.96 yang lebih besar daripada
nilai rata-ratanya.

UP mempunyal nilai rata-rata (mean) sebesar
0.95,80 dengan standar deviasi sebesar 0.0941 dimana
nilai standar deviasi ini lebih kecil daripadanilai rata-rata
UP. Demikian pula nilai minimum sebesar 0.95 yang

lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan

nilai maksimum sebesar 0.98 yang lebih besar daripada
nila rata-ratanya.

RPH mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar
5.32,60 dengan standar deviasi sebesar 3.18,927 dimana
nilai standar deviasi ini lebih kecil daripadanilai rata-rata
RPH. Demikian pula nilai minimum sebesar 0.013 yang
lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan
nilai maksimum sebesar 9.70 yang lebih besar daripada
nila rata-ratanya.

TKP mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar
538.753,60 dengan standar deviasi sebesar 368.236,158
dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai
ratarrata TKP. Demikian pula nilai minimum sebesar
132.498 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya,
berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1.558.494 yang
lebih besar daripadanilai rata-ratanya.

KLK mempunyai nila rata-rata (mean) sebesar
0.80 dengan standar deviasi sebesar 0.414 dimana nilai
standar devias ini lebih kecil daripada nila rata-rata
KLK. Demikian pulanilai minimum sebesar 0 yang lebih
kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai
maksimum sebesar 1 yang lebih besar daripadanilai rata-
ratanya.

TKM mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar
5.46,73 dengan standar deviasi sebesar 2.01,409 dimana
nilai standar deviasi ini lebih kecil daripadanilai rata-rata
TKM. Demikian pula nilai minimum sebesar 3.13 yang
lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan
nilai maksimum sebesar 11.51 yang lebih besar daripada
nila rata-ratanya.

TIKD mempunyai nila ratarata (mean)
sebesar 0.53 dengan standar devias sebesar 0.516
dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai

rata-rata TIKD. Demikian pula nilai minimum sebesar 0
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yang lebih kecil daripada nila rata-ratanya, berbeda
dengan nilai maksimum sebesar 1 yang lebih besar
daripadanilai rata-ratanya.

4.2 AnalisisRegres

Tabel 2
Uji Nilai Likelihood
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square Df Sig.
Step1 Step 7,989 8 ,001
Block 7,989 8 ,001
Model 7,989 8 ,001

Sumber: Diolah dari data penelitian

Omnibus test dilakukan untuk menilai apakah
model secara keseluruhan cocok (fit) dengan data yang
tersedia. Pada model ini diperoleh nilai sig 0,001 yang
menunjukkan bahwa model yang dibentuk signifikan dan

cocok dengan data.

Tabel 2

K oefisien Deter minasi (Negelkerke R Square)

Model Summary

-2 Log Cox & Snell R | Nagelkerke R

Step likelihood Square Square

1 12,738a ,413 ,551
Sumber: Diolah dari data penelitian

Koefisien Determinas adalah bagian dari
variasi total dalam veriabel dependen yang dijelaskan
oleh variasi dalam variabel independen (variabilitas). Hal
ini ditunjukan dengan nilai R? Pendlitian ini memiliki
nilai koefisien determinasi sebesar 0,551. Artinya hanya
55,1% variabel pengungkapan transparansi informasi
keuangan pemerintah daerah dapat diterangkan dengan
variabel bebas dalam penelitian ini. Sisanya sekitar
44,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati

dalam pendlitian ini.

Tabel 3

Uji Nilai Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square Df Sig.

1 2,840 6 ,829
Sumber: Diolah dari data penelitian

Hosmer and lemeshow test digunakan untuk
menilai kelayakan keseluruhan dari suatu model regresi.
Suatu model dinyatakan layak jika memiliki nilai p >
0,05. Hasil nila menunjukan nilai sig 0,829. Hal ini
menunjukkan  model sudah tepat dan mampu
menjelaskan data yang ada.

Tabel 4

Menilai Akurasi M odel

Classification Table®

Predicted
TIKD Percentage
Observed 0 1 Correct
Step TIKD O 6 1 85,7
1 1 2 6 75,0
Overall
80,0
Percentage

Sumber: Diolah dari data penelitian

Dari 7 kabupaten/kota yang  tidak
memiliki/tidak ada pengungkapan informasi keuangan
daerah,sebanyak 6 data (85,7%) dapat diprediks oleh
model. Dari 8 kabupaten/kota yang ada mengungkapkan
informasi keuangan daerah, hanya 6 (75%) yang dapat
diprediks oleh model. Jika keberadaan pengungkapan
informasi keuangan daerah dianggap sebagai variabel
yang ingin diprediksi, maka dapat dikatakan sensifitas
model adalah 85,7%. Secara keseluruhan akurasi model

adalah 80%..
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Tabel 5
Modée Regresi yang dihasilkan
Variables in the Equation
B Sig. Exp(B)
Stepl PAD -1,495 ,190 ,224
¢ DAU ,203 ,450 1,225
BD ,015 ,004 1,015
uP ,043 ,006 1,043
RPH -,003 ,943 1,000
TKP ,000 977 1,000
KLK -4,412 ,296 ,012
TKM ,021 ,005 1,021
Constant 106,694 ,5652 ,000

Sumber: Diolah dari data penelitian

Hasil pemodelan regresi logistik yang
ditampilkan dalam tabel diatas menunjukkan Nilai B
koefisien dari setiap variabel bebas yang di uji.
Sementara Nilaa EXP (B) menunjukkan besar
kemungkinan adanya pengungkapan informasi keuangan
pada setiap pemerintah daerah. Setelah melakukan
analisis regres dari tabel diatas, maka nilai-nila
koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam

persamaan regresi sebagai berikut:

TIKD = 106,694 - 1,495 PAD + 0,203 DAU + 0,015 BD +
0,043 UP- 0,003 RPH + 0.000 TKP - 4,412 KLK +

0.021 TKM +e

4.3 Pembahasan
1. Pendapatan Adi Daerah berpengaruh positif
terhadap Transparansi Informasi Keuangan
Daerah

Hasil pengujian pertama (H,) diperoleh hasil
nilai tingkat signifikanss pada tabel 4.16. Hasil
pendlitian ini membuktikan bahwa pendapatan adli

daerah tidak berpengaruh positif terhadap transparans

informasi  keuangan daerah dengan PAD memiliki
koefisien regresi -1,495 dan nila signifikans 0,190
dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0=5%). Hasil
andlisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Rora
(2012) serta Nainggolan dan Purwanti (2016) yang
menyatakan bahwa pendapatan adli daerah tidak
memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi
keuangan daerah. Akan tetapi, hasil andlisis ini tidak
konsisten dengan hasil penelitian Jeckly dan Eka (2014)
yang menyatakan pendapatan asli daerah memiliki
pengaruh terhadap transparans informasi keuangan
daerah.

Dari hasil ini dapat dismpulkan bahwa PAD
yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan
oleh masyarakat belum bhisa memotivasi pemerintah
untuk dapat melakukan pengungkapan yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Masyarakat
cenderung hanya melaksanakan kewagjiban tanpa
menuntut hak. Peran pemerintah (agen) dan masyarakat
(partisipal) kurang dapat terlaksana dengan baik. Selain
itu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana
transfer dirasa masih tinggi sehingga menyebabkan
pengungkapan PAD tidak menjadi prioritas utama
pemerintah daerah dalam pengungkapan transparansi
informasi keuangan daerah. Dengan demikian PAD tidak
dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi
informasi  keuangan daerah. Jadi, hasil andisis ini
menolak hipotesis bahwa PAD berpengaruh positif
terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

2. Dana Alokass Umum berpengaruh positif

terhadap Transparansi Informasi Keuangan

Daerah
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Hasil pengujian kedua (H,) diperoleh hasil nilai
tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa dana alokas umum tidak
berpengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah dengan DAU memiiliki koefisien regresi
0,203 dan nilai signifikansi 0,450 dimana nilai tersebut
lebih besar dari 0,05 (0=5%). Hasil analisis tersebut tidak
konsisten dengan hasil penelitian Syafitri (2012) dan
Liestiani (2008) yang menyatakan bahwa dana aokasi
umum memiliki pengaruh terhadap transparansi
informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil anaisisini
konsisten dengan hasil pendlitian Laswad (2005) serta
Jeckly dan Eka (2014) yang menyatakan dana alokasi
umum tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi
informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa DAU
yang merupakan dana transfer yang bersifat block grant
yang penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai
prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak
terlau besar tidak mendorong pemerintah daerah untuk
meningkatkan pengungkapan transparans informasi
keuangannya. Dengan demikian DAU tidak dapat
dijadikan indikator dalam menentukan transparansi
informasi  keuangan daerah. Jadi, hasil andisis ini
menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif
terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

3. Belanja Daerah berpengar uh positif terhadap
Transparansi Informas Keuangan Daerah

Hasil pengujian ketiga (Hs) diperoleh hasil nilai
tingkat signifikansi pada tabel 4.16. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh positif
terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan

BD memiliki koefisen regres 0,015 dan nilai

signifikansi 0,004 dimana nilai tersebut lebih kecil dari
0,05 (0=5%). Hasil andlisis tersebut tidak konsisten
dengan hasil penelitian Rora (2010) serta Nainggolan dan
Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa belanja daerah
tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi
keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten
dengan hasil penelitian Liestiani (2008) dan Christina
(2013) yang menyatakan belanja daerah memiliki
pengaruh terhadap transparans informasi keuangan
daerah.

Dari hasil ini dapat dismpulkan bahwa
semakin tinggi belanja daerah maka pengungkapan
transparansi informasi keuangan daerah akan semakin
besar. Hal ini disebabkan pemerintah daerah ingin
menunjukan prestasinya dari investas yang mampu
melayani masyarakat. Dengan demikian belanja daerah
dapat dijadikan indikator dalam menentukan transparansi
informasi  keuangan daerah. Jadi, hasil andisis ini
menerima hipotesis bahwa belanja daerah berpengaruh
positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
4. Ukuran Pemerintah berpengaruh positif
terhadap Transparansi Informasi Keuangan
Daerah

Hasil pengujian keempat (H,) diperoleh hasil
nila tingkat signifikans pada tabel 4.16. Hasil
pendlitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah
berpengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah dengan UP memiliki koefisien regres
0,043 dan nilai signifikansi 0,006 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari 0,05 (a=5%). Hasil analisis tersebut tidak
konsisten dengan hasil penelitian Verawaty (2015) dan
Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan

ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap
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transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi,
hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Rora
(2010) dan Medina (2012) yang menyatakan bahwa
ukuran pemerintah  memiliki  pengaruh  terhadap
transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa
semakin tinggi ukuran pemerintah maka pengungkapan
transparansi informasi keuangan daerah akan semakin
besar. pemerintah daerah yang memiliki ukuran
pemerintah yang besar akan melakukan pengungkapan
transparansi informasi yang tinggi. Dengan demikian
ukuran pemerintah dapat dijadikan indikator dalam
menentukan transparansi informasi keuangan daerah.
Jadi, hasil analisis ini menerima hipotesis bahwa UP
berpengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah.

5. Rasio Pembiayaan Hutang berpengaruh
positif ~ terhadap Transparansi Informasi
Keuangan Daerah

Hasil pengujian kelima (Hs) diperoleh hasil
nilai tingkat signifikanss pada tabel 4.16. Hasil
pendlitian ini membuktikan bahwa rasio pembiayaan
hutang tidak berpengaruh positif terhadap transparansi
informasi  keuangan daerah dengan RPH memiliki
koefisien regresi -0,003 dan nila signifikansi 0,943
dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0=5%). Hasil
analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian
Laswad dkk (2005) dan Rora (2010) yang menyatakan
bahwa rasio pembiayaan hutang memiliki pengaruh
terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan
tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian
dan Medina (2012) dan Nainggolan dan Purwanti (2016)

yang menyatakan rasio pembiayaan hutang tidak

memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi
keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat dismpulkan bahwa
pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih
tinggi cenderung akan mengurangin akses ke informasi
keuangan pada situs resminya. Hal ini dikarenakan
penggunaan hutang yang lebih tinggi sebagai sumber
pembiayaannya akan memberikan sinya kinerja
pemerintah daerah yang rendah. Oleh karena itu,
pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih besar
cenderung akan membatasi akses pengguna ke informasi
keuangannya. Pembatasan akses dapat memberikan
dampak bahwa pemerintah daerah kurang transparan atas
informasi keuangan yang dimilikinya. Dengan demikian
RPH tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan
transparansi informasi  keuangan daerah. Jadi, hasil
analisis ini menolak hipotesis bahwa RPH berpengaruh
positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Pemerintah

6. Tingkat Kompleksitas

berpengaruh positif terhadap Transparans
Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian keenam (He) diperoleh hasil
nilai tingkat signifikans pada tabel 4.16. Hasil
pendlitian ini membuktikan bahwa tingkat kompleksitas
pemerintah  tidak  berpengaruh  positif  terhadap
transparansi informasi keuangan daerah dengan TKP
memiliki koefisien regres 0,000 dan nilai signifikans
0,977 dimananilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0=5%).
Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil
pendlitian Rora (2010) dan Medina (2012) yang
menyatakan bahwa tingkat kompleksitas pemerintah
memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi

keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisisini konsisten

FAKTOR-FAKTOR PENENTU TRANSPARANST INFORMAST KEUANGAN DAERAH MELALUVI E-GOVERNMENT BEK|
PEMERJNIAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



dengan hasil penelitian dan Syafitri (2012) serta
Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan
tingkat kompleksitas pemerintah tidak  memiliki
pengaruh terhadap transparans informasi keuangan
daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tingkat
kompleksitas pemerintah yang diukur dari besarnya
penduduk tidak mencerminkan besarnya kebutuhan akan
penyediaan layanan publik di setiap daerah sehingga
tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
pengungkapan transparansi informasi  keuangannya.
Dengan demikian TKP tidak dapat dijadikan indikator
daam menentukan transparansi informasi keuangan
daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa
TKP berpengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah.

7. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh
positif ~ terhadap Transparansi Informasi
Keuangan Daerah

Hasil pengujian ketujuh (H;) diperoleh hasil
nilai tingkat signifikanss pada tabel 4.16. Hasil
pendlitian ini membuktikan bahwa kualitas laporan
keuangan tidak berpengaruh positif terhadap transparansi
informasi keuangan daerah dengan KLK memiliki
koefisien regresi -4,412 dan nila signifikansi 0,296
dimananilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0=5%). Hasil
analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian
Styles dan Tennyson (2007) yang menyatakan bahwa
kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap
transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi,
hasil analisis ini mendukung hasil penelitian Laswad dkk
(2005) dan Nainggolan dan Purwanti (2016) yang

menyatakan kualitas laporan keuangan tidak memiliki

berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan
daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak
adanya monitoring khusus yang dilakukan oleh
pemerintah dalam mengungkapkan opini atas kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sehingga tidak
mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
pengungkapan informasi laporan keuangannya. Dengan
demikian KLK tidak dapat dijadikan indikator dalam
menentukan transparansi informasi keuangan daerah.
Jadi, hasil andisis ini menolak hipotesis bahwa KLK
berpengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah
8.  Tingkat

K esg ahteraan M asyar akat

berpengaruh positif terhadap Transparansi
Informasi Keuangan Daerah

Hasil pengujian kedelapan (Hg) diperoleh hasil
nilai tingkat signifikans pada tabel 4.16. Hasil
pendlitian ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan
masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi
informasi keuangan daerah dengan TKM memiliki
koefisien regresi 0,021 dan nila signifikans 0,005
dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0=5%). Hasil
andlisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian
Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan
bahwa tingkat kesgahteraan masyarakat memiliki
pengaruh terhadap transparans informasi keuangan
daerah. Akan tetapi, hasil anaisis ini tidak konsisten
dengan hasil penelitian Sydfitri (2012) yang menyatakan
tingkat kesgahteraan masyarakat tidak memiliki
pengaruh terhadap transparans informasi keuangan

daerah.
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Dari hasil ini disimpulkan bahwa adanya
political monitoring oleh masyarakat dan semakin tinggi
pula permintaan informasi kinerja pemerintah daerah
pada website pemerintah daerah, sehingga pemerintah
daerah akan lebih  mengungkapkan informasi
keuangannya. Dengan demikian TKM dapat dijadikan
indikator daam menentukan transparansi informasi
keuangan daerah. Jadi, hasil anadisis ini menerima
hipotesis bahwa TKM berpengaruh positif terhadap

transparansi informasi keuangan daerah.

5. Kesimpulan dan saran

51 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-
faktor penentu transparansi informasi keuangan daerah

dadam APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di

Provinss Sumatera Selatan pada Tahun 2014.

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama,
pendapatan asli daerah (PAD) tidak memiliki
pengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah. Hal ini berarti PAD yang
bersumber dari pgjak dan retribusi yang dibayarkan
oleh masyarakat belum bisa memotivas
pemerintah untuk dapat melakukan pengungkapan
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Masyarakat cenderung hanya melaksanakan
kewajiban tanpa menuntut hak. Peran pemerintah
(agen) dan masyarakat (partisipal) kurang dapat
terlaksana dengan baik. Selain itu, tingkat
ketergantungan pemerintah daerah atas dana
transfer dirasa masih tinggi sehingga menyebabkan

pengungkapan PAD tidak menjadi prioritas utama

pemerintah  daerah  daam  pengungkapan
transparans informasi keuangan daerah.
Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, dana alokasi
umum (DAU) tidak memiliki pengaruh positif
terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Alasan DAU tidak berpengaruh terhadap
transparansi informasi keuangan daerah karena
DAU merupakan dana transfer yang bersifat block
grant yang penggunaanya diserahkan kepada
daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang
diaokasikan pun tidak terlalu besar sehingga tidak
mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
pengungkapan transparansi informasi
keuangannya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, belanja
daerah (BD) memiliki pengaruh positif terhadap
transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini
disebabkan pemerintah daerah ingin menunjukan
prestasinya dari investas yang mampu melayani
masyarakat. Analisis ini mendukung teori yang
menyatakan bahwa semakin tinggi belanja daerah
maka pengungkapan transparansi  informasi
keuangan daerah akan semakin besar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat, ukuran
pemerintah  (UP) memiliki pengaruh positif
terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
andlisis ini mendukung teori yang menyatakan
bahwa semakin tinggi total aset suatu pemerintah
daerah maka pengungkapan transparans informasi
keuangan daerah akan semakin besar. Dapat
dismpulkan bahwa pemerintah daerah yang
memiliki ukuran pemerintah yang besar akan

melakukan pengungkapan transparansi informasi

yang tinggi.
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Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima, rasio
pembiayaan hutang (RPH) tidak memiliki
pengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah. andlisis ini tidak mendukung
teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio
pembiayaan  hutang maka  pengungkapan
transparansi informasi  keuangan dagrah akan
semakin besar. bahwa pemerintah daerah yang
rasio pembiayaannya lebih tinggi cenderung akan
mengurangin akses ke informasi keuangan pada
situs resminya. Hal ini dikarenakan penggunaan
hutang yang lebih tinggi sebagai sumber
pembiayaannya akan memberikan sinyal kinerja
pemerintah daerah yang rendah. Oleh karena itu,
pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih
besar cenderung akan membatasi akses pengguna
keinformasi keuangannya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis keenam, tingkat
kompleksitas pemerintah (TKP) tidak memiliki
pengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah. Hal ini menunjukkan besarnya
penduduk tidak mencerminkan besarnya kebutuhan
akan penyediaan layanan publik di setiap daerah
sehingga tidak mendorong pemerintah daerah
untuk meningkatkan pengungkapan transparansi
informasi keuangannya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketujuh, kualitas
laporan keuangan (KLK) tidak memiliki pengaruh
positif terhadap transparansi informasi keuangan
daerah. Hal ini disebabkan tidak adanya monitoring
khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam
mengungkapkan  opini

atas kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah sehingga tidak
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mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
pengungkapan informasi laporan keuangannya.
Berdasarkan hasil uji hipotesis kedelapan, tingkat
kesgjahteraan  masyarakat (TKM)  memiliki
pengaruh positif terhadap transparansi informasi
keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat
kesgjahteraan masyarakat maka pengungkapan
transparansi informasi keuangan daerah akan
semakin besar. Hal ini disebabkan adanya political
monitoring oleh masyarakat dan semakin tinggi
pula permintaan informasi kinerja pemerintah
daerah pada website pemerintah daerah.
Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat

dikemukakan saran sebagai berikut:

1.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya
meningkatkan penerapan e-government dalam
bidang akuntansi khususnya transparansi informasi
keuangan daerah melalui e-government supaya
lebih banyak stakeholder publik yang bisa
terjangkau  dengan semakin

berkembangnya

pelaksanaan yang diatur Permendagri
N0.188.52/179/SJ tentang pentingnya peningkatan
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam
meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada
masyarakat, pelaku bisnis dan industri.

Nilai Adjusted R? dari model yang di uji dalam
penditian ini sebesar 55,1% maka ada 44,9%
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian
ini yang dapat mempengaruhi transparans
informasi  keuangan daerah, sehingga penditi

selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk
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menggunakan variabel lainnya seperti kompetensi
politik dan ukuran legiglatif.

3. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menggunakan data laporan keuangan
pemerintah yang paling baru dan periode waktu
yang lebih panjang sehingga lebih terlihat
perkembangan tingkat pengungkapan transparansi
informasi keuangan daerah. Selain itu, pendlitian
bisa ditingkatkan pada penilaian tingkat aksebilitas
IFR.
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